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Disebut kota kembang secara denotatif dimaknai sebagai kota yang penuh dengan bunga-bunga. Sebutan Kota kembang bagi Kota Bandung, lahir pada tahun 1898, saat diadakan pertemuan bagi para pengusaha gula atau Suinter Planter. Sebagai panitia salah seorang pemilik perkebunan di Onderneming pasir malang yang bernama Mr. Schenk menghadirkan perempuan-perempuan cantik seperti noni-noni untuk menghibur para pengusaha tebu. Pada saat acara berakhir munculah ucapan dari para meneer pengusaha tebu yang dalam bahasa belanda De Bloem der Indesche Bergsteden alias kota pegunungan di Hindia Belanda sehingga kota Bandung dikenal sebagai kota kembang. Kemudian semua orang menyebut kota Lekker Kost Zonder Ongkos, yaitu dengan bahasa indonesianya adalah betah tinggal di Bandung.
Sebagai kota dengan nuansa pegunungan, Bandung memang sudah memiliki daya tarik tersendiri. Bukan saja karena dua gelar diatas, tetapi juga keramahtamahan penduduknya yang someah hade ka semah, kesejukan, keindahan-keindahan, dan sebagai kekayaan wisata peninggalan sejarah seperti museum, bangunan-bangunan bersejarah, taman-taman kota dan seni budaya, tetapi juga sebuah kota metropolis yang cukup kondusif karena keamanannya.
1.1.1.   Zaman Penjajahan Belanda

Setelah Bandung berkembang dari sebuah kampung menjadi sebuah kota kecil, pemerintah sudah menyadari bahwa Bandung akan menjadi sebuah kota yang banyak akan dikunjungi orang, terutama para tamu bule dari Batavia. Karena itu, pemerintah Bandung mengadakan pertemuan untuk membangun Bandung menjadi kota impian, dengan menyediakan sarana akomodasi wisata serta pembangunan sarana objek daya tarik wisata lainnya. Seperti dikembangkannya menjadi pusat kegiatan para pengusaha bule. Andreis De Wilde, misalnya membangun Koffiepakhuis atau gudang kopi di Bandung yang sekarang menjadi Kantor Pemkot Bandung. Untuk memenuhi kebutuhan dan istirahat mingguan para pengusaha teh yang ada disekitar Bandung, maka perlu disediakan tempat istirahat, wisma penginapan, toko-toko yang menjual produk Eropa dan lain-lain. Sesuai perkembangan waktu, Bandung berubah menjadi sebuah kota mungil yang menyuguhkan berupa hal yang berkaitan dengan kebiasaan orang Eropa. Jalan Braga dibuka dan dikemas dengan toko-toko Eropanya, sehingga Bandung kemudian dikenal sebagai Paris Van Java dan menjadi salah satu kota tujuan wisata belanja bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Batavia. Selain dilengkapi dengan sarana wisata, seperti rumah penginapan, transportasi serta jasa wisata lainnya, warga Bandung kala itu juga mempromosikan Bandung lewat kegiatan Jaarbeurs, pekan tahunan. Mereka mempromosikan berbagai produk. Termasuk tuan Roth, seorang keturunan Yahudi-Belanda, seorang pemilik usaha furniture, turut mempromosikan Bandung dengan sebutan Paris Van Java, sehingga mampu menarik minat pengunjung dari luar Bandung. Mereka yang kangen dengan kampung halaman tidak perlu pergi ke Eropa, Paris, tetapi cukup ke Bandung saja.
1.1.2.   Zaman Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang merupakan masa kelabu bagi dunia kepariwisataan. Kota Bandung khususnya yang sudah tertata pada masa pemerintahan Belanda

Menjadi porak poranda, fenomena Bandung sebagai kota kegiatan wisata sontak mati dengan datangnya Jepang yang kemudian menduduki Bandung, kondisi keamanan tidak kondusif pada waktu itu.

Yang terjadi adalah kegelisahan dan ketidak tentraman rakyat karena dipekerjakan untuk membuat goa-goa perlindungan di wilayah Bandung utara, dan menjadikan rumah-rumah atau gedung-gedung tertentu sebagai markasnya.

Dalam keadaan demikian, gairah orang untuk melakukan perjalanan wisata hampir-hampir tidak ada, ketakutan, kegelisahan menyebabkan orang lebih menyukai tinggal disekitar rumah. Apalagi pada saat itu sering terjadi musim paceklik, karena harta mereka lebih sering di rampas oleh tentara Jepang. Jadi, jangankan biaya untuk bepergian jauh, untuk makan sehari-hari juga susah. Praktis dalam kondisi seperti itu Kepariwisataan macet total.

Perjalanan wisata, selain harus di dukung oleh sarana wisata seperti restoran ataupun penginapan sarana transportasi juga tidak kalah penting. Pada masa pendudukan jepang kegiatan pariwisata macet disebabkan antara lain :

· Objek-objek wisata seperti kawah gunung tangkuban perahu, Curug cimahi, atau lainnya yang ada disekitar Kota terbengkalai karena tidak terawat.

· Jalan-jalan rusak dan jembatan-jembatan hancur karena dibom oleh tentara pejuang untuk menghambat tank-tank musuh.

· Hotel-hotel atau penginapan banyak yang diambil alih oleh tentara / pemerintah jepang, baik untuk di tempati sebagai rumah tinggal atau dijadikan asrama tentara dan rumah sakit.

1.1.3.   Setelah Indonesia Merdeka
Meskipun pemerintahan Indonesia kala itu baru berdiri, ibarat bayi baru belajar merangkak, tetapi pemerintah sudah memikirkan untuk mengelola pariwisata. Pada saat itu, Wakil Presiden Indonesia pertama Dr. Muhamad Hatta di Yogyakarta membuat surat keputusan tentang pendirian suatu badan yang bertugas melanjutkan pengelolaan terhadap Hotel dan Penginapan bekas pemerintahan Belanda. Badan ini kemudian diberi nama HONET (Hotel Nasional & Tourism) dengan direkturnya R.Tjipto Ruslan.

Pada tahun 1949, setelah Belanda gagal melakukan agresi militernya, antara Indonesia-Belanda dilangsungkan perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) di Denhaag Belanda. Salah satu butir perjanjian itu ialah agar semua kekayaan milik Belanda dikembalikan kepada pemiliknya, atau harus ada konpensasi dari perubahan kepemilikan, termasuk perkebunan-perkebunan. Karena itu maka HONET dibubarkan.

Dibubarkannya HONET tidak menyurutkan keinginan para pengurusnya untuk tetap melanjutkan usaha di bidang perhotelan dan kepariwisataan. Para pengurus HONET itu kemudian membentuk sebuah organisasi yaitu NV HONET.

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1952, Presiden RI, Soekarno mengeluarkan keputusan tentang pembentukan panitia Inter-Departemental Urusan Tourism, yang diketuai oleh Nazir St. Pamuncak, sekretaris R.A.M. Sastrodarmokusumo. Panitia ini bertugas untuk mengusahakan kemungkinan-kemungkinan terbukanya Indonesia sebagai daerah touris. Sayang, panitia ini tidak berjalan efektif karena kesibukan jabatan dalam mengemban tugas-tugas Negara lainnya.

Pada tahun 1953, beberapa tokoh perhotelan bangsa mendirikan suatu organisasi yang diberi nama serikat gabungan hotel dan tourism Indonesia (SEGARHATI). Sebagai pimpinannya ialah A.Tambayong (Pemilik Hotel Orient Bandung) dan S. Saelan (Pemilik Hotel Cipayung Bogor). Sedangkan sekretarisnya ialah M. Sungkar Alurmei (Direktur Hotel Des Pavillun). Organisasi ini menjadi kekuatan baru dalam merencanakan geliat dunia pariwisata di Indonesia, termasuk dunia Pariwisata Kota Bandung.
1.1.4.   Lahirnya Yayasan Tourism Indonesia (YTI)

Pemilihan Kota Bandung sebagai tempat Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, sangat menguntungkan posisi Kota Bandung. Hadirnya para  kepala Negara dan wakil-wakil dari negara Asia-Afrika ke Bandung dari sudut pandang pariwisata merupakan promosi secara tidak langsung. Untuk menampung wakil Negara di dua benua itu memerlukan Hotel berkelas. Beruntung Bandung telah memiliki hotel peninggalan belanda seperti Savoy Hoeman yang sudah bertaraf Internasional.

Melihat fenomena di Kota Bandung dan kota-kota lainnya pada tahun 1955 lahirlah Yayasan Tourism Indonesia (YTI). Tujuannya antara lain untuk menghidupi industri pariwisata secara efektif yang memberikan arti dalam perekonomian bangsa Indonesia. Meskipun yayasan ini bersifat non-comercial, tetapi cita-citanya adalah untuk menjadikan pariwisata sebagai suatu industri yang mandiri, yang dapat menyokong perekonomian. Yayasan Tourism Indonesia ini kemudian menempatkan cabang-cabangnya di seluruh tanah air.

Lahirnya Yayasan Tourism Indonesia ini boleh dikatakan sebagai titik tolak lahirnya kegiatan kepariwisataan secara institusional dan dapat dianggap semakin memantapkan dunia kepariwisataan berkat para tokoh yang mendukungnya.
1.1.5.   Lahirnya Dewan Tourism Indonesia (DTI)

Setelah melihat kinerja YTI yang kondusif dan mendukung dunia pariwisata, maka pemerintah menganjurkan untuk membentuk Dewan Tourism Indonesia (DTI) dalam kongres kepariwisataan, yang disebut sebagai Musyawarah Nasional Tourism pertama. Hasil Munas Tourism pertama ialah dibentuknya suatu badan tunggal yang merupakan satu-satunya badan yang bertanggung jawab sebagai pengembang kepariwisataan di Indonesia. Badan itu bernama Dewan Tourism Indonesia yang di singkat DTI yang dikukuhkan dengan SK menteri perhubungan RI nomor H2/2/21 tanggal 8 April 1957.

Dewan Tourism Indonesia (DTI) merupakan satu-satunya badan Central Partikulir yang bersifat non komersial. Tugas dari DTI ialah melaksanakan pekerjaan tourism dilapangan masyarakat dengan pengusaha-pengusaha yang berkepentingan dalam industri tourism dengan ketentuan bahwa semua hal yang bersangkutan dengan badan-badan pemerintah harus disalurkan melalui Kementrian perhubungan. DTI dibawah perlindungan presiden RI.    

Kegiatan Dewan Tourism Indonesia yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan :

1. mengusahakan pemberian VISA di KBRI yang ada diluar negeri agar dipermudah prosesnya.

2. pengiriman mahasiswa-mahasiswa ke luar negeri untuk mempelajari kepariwisataan pada umumnya perhotelan pada khususnya.

3. memasuki badan-badan atau organisasi kepariwisataan internasional seperti IVOTO, PATA, ASTA.

4. menerima kunjungan team rescarch & survey PATA dan menerima kedatangan Presiden PATA George Turuer.

5. menghadiri konferensi PATA dan IVOTO serta ASTA, masing-masing di Santa Barbara (1958), Manila dan New York.
1.1.6.   Lahirnya Istilah Pariwisata


Sekitar tahun 1950-an, istilah pariwisata belum dikenal. Saat itu orang masih menyebut dunia pariwisata  sebagai tourism. Tourism ini berasal dari bahasa inggris, sedangkan dalam bahasa belanda disebut sebagai tourisme. Kedua istilah itu lazim digunakan oleh orang-orang Eropa. Orang Amerika mengenal istilah tersebut dengan Travel. Maksud dan tujuan istilah tersebut sama, yaitu semua proses kegiatan yang terjadi dan ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas oaring-orang dari luar atau orang asing yang dating dan pergi dari dan ke suatu tempat, daerah atau Negara dan segala sesuatu yang berkaitannya dengan proses tersebut seperti transportasi, makan-minum, akomodasi, objek yang menarik, hiburan, atraksi, serta jasa lainnya. 

Sejalan dengan semangat pembaharuan, ketua Dewan tourism Indonesia yang didirikan di Tretes Jawa Timur dan di resmikan di Tugu Puncak, Jawa Barat. Maka ketua DTI. Sri sultan Hamengku Buwono menugaskan Nyoman S. Pandit untuk menghadapi Prof. Dr. Priono  dan Prof. Moch. Yamin (Politikus, Budayawan) untuk memohon istilah yang tepat untuk Indonesia sebagai pengganti Tourisme/Tourism/Travel yang masih meminjam istilah asing. Kedua tokoh tersebut kemudian memberi istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yaitu PARIWISATA, yang dirangkum dari bahasa Kawi atau Sansekerta.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, wisata di maknai sebagai bergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, barsenang-senang, atau bertamasya. Sedangkan pelaku wisata disebut wisatawan.

Istilah pariwisata diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Peresmian istilah tourism menjadi pariwisata sekaligus perubahan nama bagi Dewan Tourism Indonesia (DTI) menjadi Dewan Pariwisata Indonesiayang disingkat secara akronim DEPARI, yang beralamat di jalan Penogoro No. 25 Jakarta.

DEPARI mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisata Indonesia. Selanjutnya atas permintaan Presiden Soekarno. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Budoyo selaku pimpinan DEPARI mendapat tugas untuk menyiapkan kebijakan pariwisata (Tourism Policy).

Dalam perjalanan kegiatannya, DEPARI kemudian membentuk Dewan pimpinan pusat dan Dewan pelaksana harian. Dewan pimpinan pusat terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang peduli pariwisata, lembaga-lembaga kebudayaan (LESBUMI, LEKRA, LKN). Industri pariwisata seperti biro perjalanan, Angkutan udara diwakili Garuda, Angkatan laut diwakili oleh Pelni, dan Pejabat teras imigrasi, Bea cukai dan karantina.

Dewan pelaksana harian yang dibentuk DEPARI, dengan para pengurusnya ialah bagian sekretaris DP Wijaya, bagian pendidikan Anwar Soelaiman, bagian Litbang Sutopo Yasamihardja, bagian Tata Usaha M. Purnawarman, dan bagian Hubungan Luar Negeri Nyoman S. Pandit.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DEPARI sebagai upaya menggeliatkan dunia pariwisata ialah sebagai berikut :

1. Food & Fruit Festival Nusantara di Gedung Harmoni

2. Menghadiri sidang IUOTO (Internasional Union OF Official Tourism Organization) di Jenewa tahun 1962 dengan menugaskan Sutopo Yasamihardja.

3. Pameran terapung Indonesia Floating 1961 (IFF-1961).

4. Mengejar Gala-Show pada pembukaan the 10th  Annual; Conference PATA di Honolulu dan peserta PATA ke 31th di Hongkong tahun 1962.

5. Penyelenggara the-12th ANNUAL CONFERENCE of  PATA will be in Jakarta-Indonesia dan workshopnya di Bandung (Gedung Merdeka) dipimpin oleh president of PATA Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

6. Sebagai drive go Internasional DEPARI bekerja sama Departemen Perdagangan dan Industri berpartisipasi dalam New York Wold’s Fair 1964.
1.2. Dinas Pariwisata Kota Bandung
1.2.1. Pembentukan Dinas Pariwisata
Dasar pembentukan dinas pariwisata kota bandung adalah :

1. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1979 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat I.

2. keputusan gubernur KDH tingkat I jawa barat nomor 556/kep.225/pemda/85 tanggal 26 Februari 1985, tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada pemerintah kota bandung.

3. peraturan daerah kota bandung nomor 11 tahun 1985, tentang pembentukan dinas pariwisata kota bandung.

4. setelah otonomi daerah nomor 5 tahun 2001 tentang pembentukan dinas pariwisata kota bandung.

Pada masa orde baru, dunia kepariwisataan secara gradual terus mengalami perkembangan baik di tataran Institusional (kelembagaan) mempunyai arah dan kebijakan pembangunannya. Secara kelembagaan nasiaonal urusan pariwisata berturut-turut berada dibawah penanganan Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Menteri Pariwisata dan Kesenian sedangkan saat ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Sedangkan dalam arah dan kebijakannya pembangunannya semula pariwisata hanya sebagai salah satu urusan pendukung pembangunan ekonomi. Saat ini pariwisata merupakan sektor andalan yang harus mampu menggalakan kegiatan ekonomi termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan Negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi Kepariwisataan Nasional.

Sejalan dengan perkembangan kepariwisataan di tingkat nasional di daerah dalam hal ini di kota bandung dapat di jelaskan sebagai berikut :   
Pada awal Pemerintahan Bandung sebagai Kotamadya tahun 1983 secara kelembagaan urusan kepariwisataan dikelola oleh Dinas Pariwisata Kotamadya Bandung dan berlangsung sampai tahun 2000. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon III.a), membawahi 4 (empat) eselon IV.b yaitu seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) orang Kepala Seksi. Masing Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan (eselon V.a).

Kewenangan Dinas di bidang pariwisata pada saat itu masih terbatas, kerena masih banyak urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pusat.

Perubahan mendasar terjadi sejak otonomi daerah bergulir berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. Pada tahun 2001 terjadi strukturisasi kelembagaan. Demikian pula bidang garapan yang harus dan menjadi kewenangan daerah Kab/Kota lebih besar, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom dan Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pada tahun 2001 lahir Perda No. 05 Tahun 2001 yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah. Secara kelembagaan Nomor Klatur Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung dan sekarang yang disingkat : Dispar Kota Bandung. Walaupun nomor klaturnya hanya menyebut istilah pariwisata namun garapan dan kewenangannya tidak hanya menyangkut urusan pariwisata tetapi meliputi urusan kebudayaan (Seni Budaya), yang selama orde baru urusan kebudayaan ini di bawah penglolaan Departemen/Dinas Pendidikan Kebudayaan. Dari cangkupan garapan dan kewenangannya sekarang yang asalnya Dinas Pariwisata Kota Bandung (Dispar) menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar). 
Sebagai Dinas di era otonomi daerah ini, Dinas Pariwisata Kota Bandung bukan merupakan subordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjalin koordinasi dan konsultasi serta bekerja sama dengan Provinsi juga dengan pusat dalam hal ini Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.
1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 adalah merumuskan kebijaksanaan operasional di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Fungsi :
1. Perumusan kebijaksanaan operasional bidang pariwisata dan kebudayaan.

2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan.

3. Pembinaan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

4. Penyelenggaraan ketata-usahaan Dinas. 
1.2.3. Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung
Perda No. 6 Tahun 2004 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun isinya membahas salah satunya tentang visi dan misi pemerintah kota Bandung yaitu :
1.2.3.1. Visi
   “Kota Bandung sebagai Kota jasa yang BERMARTABAT”

(Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat)
1.2.3.2. Misi
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan religius.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil.

3. mengembangkan social budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani.

4. Meningkatkan penataan kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

6. Mengembangkan system keuangan kota. (Renstra tahun 2004-2008) 
1.2.4. Logo dan Slogan
Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6 Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH (PERAK) pada pinggir sebelah atasnya:
                            Gambar 1.1.
         Lambang Pemerintah Kota Bandung
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Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
1. Bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwaarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang.

2. Bagian bawah latar PUTIH (PERAK) dengan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.
Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

· KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan. 

· HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat. 

· HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk 

· PUTIH (PERAK), berarti : kesucian 

· BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan 

· Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur 

1.2.5. Pengertian dan Relevansi Renstra Kota Bandung Dengan Tugas Kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Secara harfiah BERMARTABAT diartikan hasrat/harga diri yang yang menunjukan masyarakat Kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketakwaan, dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang BERMARTABAT adalah kota yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, kataatan, ketakwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Misi :

1. Mengembangkan perekonomian kota yang adil. 
Strategi :

a. kebijakan : Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota yang berbasiskan potensi daerah 

b. Program :

1. mengembangkan pemasaran pariwisata.

2. mengembangkan produk kepariwisataan. 

2. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi serta berhati nurani.

Strategi :

a. Kebijakan : mendorong peningkatan integritas, ketahanan & kepedulian social masyarakat 

b. Program : Pengembangan seni budaya daerah.
1.2.6. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
1.2.6.1. VISI

KOTA Bandung sebagai Kota tujuan Wisata dan Kota Seni Budaya Tahun 2008
1.2.6.2. MISI
1. Mendorong perwujudan Kota Bandung sebagai Kota Wisata dan Kota Seni Budaya;

2. Mendorong terwujudnya kondisi lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan, serta pengembangan investasi;

3. Mendorong perwujudan potensi daerah dan masyarakat dengan memperkuat identitas kelokalan;

4. meningkatan kualitas pelayanan dan kualitas aparatur;

5. Mendorong pengembangan kemitraan;

6. Mendorong promosi kepariwisataan Kota Bandung;

7. Mendorong peningkatan pemanfaatan IPTEK dan LITBANG;   
1.2.7. Tujuan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Adapun tujuan dalam pembangunan Dinas kebudayaan dan pariwisata kota bandung sebagai berikut :
1. Mendorong peningkatan citra Kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata dan kota budaya;

2. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;

3. Mendorong tumbuhnya sadar wisata;

4. Mendorong peningkatan apresiasi budaya daerah;

5. Mendorong peningkatan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah;

6. Mendorong peningkatan peran pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah;

7. Mengembangkan promosi yang efektif;

8. Mengembangkan jaringan pariwisata;

9. Mengembangkan kerjasama lintas lembaga;

10. Mendorong pengembangan SDM profesional;

11. Mendorongkan dan mengembangkan peran lintas sector dalam pengembangan SDM.

12. Mendorong penelitian dan pengembangan pariwisata.
1.2.8. Sasaran Pembangunan Pariwisata Kota Bandung
Di dalam pembangunan pariwisata kota Bandung mempunyai sasaran adapun sasaran yang ingin dicapainya sebagai berikut :
1. Terwujudnya pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan;

2. Meningkatnya daya tarik wisata, jumlah kunjungan, dan lama tinggal wisatawan;

3. Terwujudnya sapta pesona;

4. Terwujudnya pelestarian dan pemuliaan kebudayaan daerah;

5. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian kota;

6. Berkembangnya kerjasama promosi, jumlah kunjungan wisatawan dan pasar wisatawan;

7. Meningkatnya kerjasama lintas sector;

8. Meningkatnya kerjasama teknis dan litbang;

9. Berkembangnya kualitas aparatur dan pelaku usaha pariwisata dan kebudayaan;

10. Berkembangnya kebudayaan daerah;

11. Bertumbuhnya usaha kepariwisataan;

12. Meningkatnya pemanfaatan LITBANG dan IPTEK dalam paengembangan kepariwisataan dan kabudayaan;

1.2.9. Strategi Operasional / Kebijakan Organisasi
Kebijaksanaan Publik :
Dalam mengembangkan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Bandung, hendaknya bertumpu kepada nilai-nilai budaya/etika/ agama/moral, sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dah potensi masyarakat.
Kebijaksanaan Teknis : 
1. Pengembangan produk wisata;

2. Pemeliharaan, pembinaan, pelestarian, dan pemanfaatan kebudayaan daerah;

3. Pengembangan sadar wisata dan sadar budaya;

4. Pengembangan pemasaran yang efektif;

5. Kerjasama antara lembaga dan stakeholders;

6. Pengembangan SDM;

7. Pengembangan aksesibilitas;

8. Pengembangan sarana dan prasarana;

9. Pengembangan LITBANG kepariwisataan dan kebudayaan;

10. Kebijaksanaan perwilayahan;

Kebijaksanaan Keuangan :
1. Penganggaran berbasis kinerja;

2. Kebijaksanaan kerjasama melalui kemitraan;

3. Kebijaksanaan administrasi keuangan yang dikelola secara efektif dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku;

Kebijaksanaan sarana dan prasarana :

1. Kebijaksanaan bahan dan utilitas;

2. Kebijaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

3. Kebijaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dan kebudayaan. 
Kebijaksanaan Personalia :

1. Kebijaksanaan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial SDM pariwisata dan budaya;

2. Kebijaksanaan pembinaan;

3. Kebijaksanaan pengembangan profesionalisme; 

Kebijaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat :

Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionalisme yang berciri : tanggap, cepat, cerdas, dan tepat, murah, mudah, berkualiatas, dan menyenangkan. 
1.2.10. Program pengembangan Kota Bandung 
Adapun program pengembangan periode 2008 yang ditetapkan untuk kemajuan Kota Bandung sebagai berikut : 
1. Pengembangan produk wisata

2. Pengembangan kualitas SDM.

3. Pengembangan aksesibilitas

4. Pengembangan sarana dan prasarana

5. Pengembangan pemasaran.

6. Pengembangan peran serta masyarakat.

7. Pelestarian dan pengembangan seni dan budaya.

8. Pengembangan LITBANG dan pemanfaatan IPTEK

1.2.11. 7 Program Prioritas Pemerintah Kota Bandung
1. Bidang Pendidikan              : “Bandung Cerdas 2008’

2. Bidang Kesehatan               : “Bandung Sehat 2008”

3. Bidang Kemakmuran          : “Laju pertumbuhan ekonomi II tahun 2008”

4. Bidang Lingkungan Hidup : 

· “Bandung Hijau 2008"

· “Bandung Bersih 2008”

· “Bandung Tertib 2008”

· “Bandung Berbunga 2008”

5. Bidang Keagamaan            : “Bidang Agraris 2008”

6. Bidang Seni Budaya          : “Bandung Kota Seni Budaya 2008”

7. Bidang Keolahragaan        : “Bandung Prestasi 2008”

1.3.   Stuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Bagan 1.3.1.
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Stuktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Periode MARET 2008

            Sumber : Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Bandung
1.4.   Job Description

Masing-masing bagian yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, antara lain :

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagaian kewenangan Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan; 

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan Dinas;

b. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas, yang meliputi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan program Dinas;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan Dinas;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariatan Dinas. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok yaitu : melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di ayat (1) pasal ini sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, pengagendaan naskah Dinas, kearsipan, kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan Dinas dan perlengkapan;

c. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian meliputi, kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai Dinas;

d. Pembinaan penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;

e. Investarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan atau sarana dan prasarana Dinas;

f. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Dinas;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan dan Program

1) Sub bagian keuangan dan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kesekretariatan di bidang administrasi keuangan dan penyusunan program Dinas;

2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud di ayat (1) pasal ini sub bagian keuangan dan program, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan dan rencana penyusuna program Dinas;

b. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi; kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan pengelolaan keuangan Dinas;

c. Pelaksanaan administrasi penyusunan program meliputi; kegiatan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Dinas;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan dan program Dinas.
5. Bidang Kebudayaan dan Kesenian

(1) Bidang Kebudayaan dan Kesenian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan dan kesenian;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi serta bidang kesenian dan pengembangan masyarakat dan organisasi seni;

b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis dibidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi serta bidang kesenian dan pengembangan masyarakat dan organisasi seni;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi serta bidang kesenian dan pengembangan masyarakat dan organisasi seni;

d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang sejarah, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi serta bidang kesenian dan pengembangan masyarakat dan organisasi seni;

6. Seksi Kebudayaan

(1) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok malaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian di bidang sejarah, Museum, Kepurbakalaan, Bahasa, sastra dan Nilai Tradisi;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Kebudayaan mempunyai Fungsi :

a. Pengumpulan dan menganalisaan data di bidang sejarah, Museum, Kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang sejarah, Museum, Kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi;

c. Persiapan bahan dalam menyusun rencana rencana teknis pelaksanaan kegiatan di bidang sejarah, Museum, Kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi;

d. Pelaksanaan dibidang sejarah, Museum dan kepurbakalaan yang meliputi kegiatan pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan sejarah, museum dan kepurbakalaan;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang sejarah, museum, kepurbakalaan, bahasa, sastra dan nilai tradisi.

7. Seksi Kesenian

(1) Seksi Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dan Kesenian di bidang seni kontemporer, film dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi Kesenian mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data di dalam seni kontemporer, film dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis didalam bidang seni kontemporer, film dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni;

c. Pelaksanan di seni kontemporer, film dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni yang meliputi kegiatan pelestarian, pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatannya;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang seni kontemporer, film dan pengembangan masyarakat serta organisasi seni.  

8. Bidang Sarana Wisata

(1) Bidang Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang sarana wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana ayat (1) pasal ini, Bidang Sarana Wisata, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan dan pengembangan sarana wisata sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan sarana wisata;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang pembinaan dan pengembangan sarana wisata;

d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang pembinaan dan pengembangan sarana wisata.

9. Seksi Pembinaan Sarana Wisata

(1) Seksi pembinaan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang sarana wisata di bidang sarana dan akomodasi wisata serta pengendalian rumah makan dan bar;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pembinaan Sarana Wisata mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data di bidang arena dan akomodasi wisata serta pengendalian rumah makan dan bar sebagai bahan rumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan petunjuk teknis di bidang arena dan akomodasi wisata serta pengendalian rumah makan dan bar;

c. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan di bidang arena dan akomodasi wisata serta pengendalian rumah makan dan bar;

d. Pelaksanaan pembinaan di bidang arena dan akomodasi wisata serta pengendalian rumah makan dan bar yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitas dan pengelolaan wisata;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan sarana wisata.

10. Seksi Pengembangan Sarana Wisata

(1) Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Sarana Wisata di bidang pengembangan sarana wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan menganalisaan data di bidang pengembangan sarana wisata sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan petunjuk teknis di bidang pengembangan sarana wisata;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana teknis pelaksanaan di bidang pengembangan sarana wisata;

d. Pelaksanaan di bidang pengembangan sarana wisata yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pengelolaan sarana wisata;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan sarana wisata. 

11. Bidang Objek Wisata

(1) Bidang Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang Objek Wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Bidang Objek Wisata, mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang pembinaan dan pengembangan objek wisata sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan objek wisata;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang pembinaan dan pengembangan objek wisata;

d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bidang pembinaan dan pengembangan objek wisata.

12. Seksi Pembinaan Objek Wisata

(1) Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Objek Wisata di bidang hiburan umum dan aneka wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pembinaan Objek Wisata mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data Pembinaan objek wisata;

b. Pengumpulan dan penganalisaan data pengawasan objek wisata;

c. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup Pembinaan objek wisata;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan objek wisata yang meliputi pembinaan objek wisata;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan objek wisata.

13. Seksi Pengembangan Objek Wisata

(1) Seksi pengembangan objek wisata mempunyai tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas bidang objek wisata di bidang pengembangan objek wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengembangan objek wisata mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data potensi pengembangan objek wisata;

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis pengembangan objek wisata;

c. Pelaksanaan pengembangan objek wisata yang meliputi pengembangan objek wisata;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan objek wisata. 

14. Bidang Pemasaran Pariwisata

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang promosi Pariwisata serta pengembangan dan kerjasama wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang promosi wisata dan pengembangan serta kerjasama wisata;

b. Menyusun dan pelaksanaan petunjuk teknis promosi wisata serta pengembangan dan kerjasama wisata;

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas promosi wisata serta pengembangan kerjasama wisata;

d. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan promosi wisata serta pengembangan dan kerjasama wisata.

15. Seksi Promosi Wisata

(1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pemasaran Pariwisata di bidang promosi pariwisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Promosi mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan penganalisaan data di bidang promosi pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan petunjuk teknis di bidang promosi pariwisata;

c. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan di bidang promosi pariwisata;

d. Pelaksanaan di bidang promosi pariwisata yang meliputi kegiatan pembinaan, fasilitas;

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang promosi. 

16. Seksi Kerjasama Wisata

(1) Seksi Kerjasama Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemasaran Pariwisata di bidang Kerjasama Wisata;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi kerjasama Wisata mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan menganalisa data di bidang kerjasama wisata sebagai bahan perumusan kebijakan;

b. Penyiapan bahan dan perumusan petunjuk serta rencana teknis di bidang kerjasama wisata;

c. Pelaksanaan di bidang kerjasama wisata yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan sinergisitas;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kerjasama wisata.

1.5.   Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di bagian dinas budaya dan pariwisata kota bandung yang khususnya dimana penulis di tempatkan pada suatu ruangan untuk mengerjakan tugas yang diberikan untuk praktek kerja lapangan (PKL), yang datanya sebagai berikut : 
Tabel 1.5.1
Sarana Penunjang Bidang Objek Wisata 

Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kota Bandung
	no
	Nama Barang
	Jumlah

	1
	Meja untuk rapat
	1 unit

	2
	Meja Kerja
	11 unit

	3
	Komputer
	3 unit

	4
	Printer
	1 unit

	5
	Meja Komputer
	4 unit

	6
	Lemari
	3 unit

	7
	Kursi
	17 unit

	8
	Telpon 
	2 unit

	9
	Dispenser
	1 unit

	10
	Jam Dingding
	2 unit

	11
	Gunting
	3 unit

	12
	Kater
	2 unit

	13
	Penggaris
	4 unit

	14
	lem
	3 unit



         Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 
1.6.   Lokasi dan Waktu PKL
Kerja Praktek Lapangan (PKL) di mulai dari tanggal 7 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 277 Bandung.
